ALASAN-ALASAN YANG MENYEBABKAN TERJADINYA 

PERCERAIAN BESERTA AKIBATNYA BAGI SEORANG MUSLIM 

DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karanganyar) by Ashari, Hasim
  
1 
ALASAN-ALASAN YANG MENYEBABKAN TERJADINYA 
PERCERAIAN BESERTA AKIBATNYA BAGI SEORANG MUSLIM 
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 







Disusun dan diajukan untuk 
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum 



















Penulisan Hukum ini (Skripsi) 
 
ALASAN-ALASAN YANG MENYEBABKAN TERJADINYA 
PERCERAIAN BESERTA AKIBATNYA BAGI SEORANG MUSLIM 
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 





Disusun Oleh : 
HASIM ASHARI 














MOHAMMAD ADNAN, S.H.,M.Hum. 





Penulisan Hukum (Skripsi)  
ALASAN-ALASAN YANG MENYEBABKAN TERJADINYA 
PERCERAIAN BESERTA AKIBATNYA BAGI SEORANG MUSLIM 
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karanganyar) 
 
Disusun Oleh : 
HASIM ASHARI 
NIM : E. 1104041 
 
Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum(Skripsi) 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta  
pada : 
Hari     : Jumat 




1. Agus Rianto, S.H., M.Hum.  : .................................... 
Ketua 
 
2. Moh. Jamin, S.H., M.Hum.  : ..................................... 
Sekretaris 
 









MOH. JAMIN, S.H., M.Hum. 




Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
 
Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, serta rizkiNYa 
***** 
Nabi Muhammad SAW  
***** 
Bapak dan Ibuku serta keluarga besarku yang selalu memberikan kasih sayang 
dan dukungan serta doa restu yang begitu besar dan tanpa henti selama ini 
***** 
Sahabat-sahabat,teman-teman dekatku serta semua pihak yang telah membantu 
penulis didalam menyelesaikan tugas ini dengan baik dan  terimakasih atas semua 
pengorbanan, keiklasan dan kesabaran yang kalian ajarkan padaku,  





















Gunakanlah masa muda dengan sebaik-baiknya karena masa muda adalah waktu 
yang baik untuk membina dan membentuk akhlak, sifat serta kelakuan seseorang 
untuk waktu yang akan datang. 
 
***** 




 Hadapilah kenyataan hidup dengan dirimu yang apa adanya. 
 
***** 
Kesederhanaan merupakan cerminan sikap dan kelakuan, keikhlasan dan 
kejujuran bersumber dari hati yang mulia. 
 
***** 






























Hasim Ashari, 2008. ALASAN-ALASAN YANG MENYEBABKAN 
TERJADINYA PERCERAIAN BESERTA AKIBATNYA BAGI SEORANG 
MUSLIM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974. 
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karanganyar). Fakultas Hukum UNS. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai alasan-alasan yang 
menyebabkan terjadinya perceraian bagi seorang muslim di Pengadilan Agama 
Karanganyar yang terjadi pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 serta apa 
akhibat dari perceraian itu sendiri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan 
Penelitian ini dilihat dari tujuannya termasuk jenis penelitian hukum 
empiris bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari 
sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan Hakim serta staf atau pegawai 
Pengadilan Agama Karanganyar. Sumber data sekunder yaitu buku, literatur, 
peraturan perundang-undangan, laporan dan arsip. Setelah data diperoleh lalu 
dilakukan analisis data kualitatif dengan model interaktif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan penulis 
maka dapat disimpulkan bahwa yang dapat dijadikan dasar bagi seorang muslim 
didalam mereka melakukan suatu perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar 
diantaranya adalah faktor krisis moral, tidak ada tanggungjawab, dihukum, cacat 
biologis, faktor kekejaman yaitu faktor penganiayaan berat dan faktor terus-
menerus berselisih yang terdiri dari yang pertama faktor cemburu, kawin paksa, 
ekonomi, tidak ada keharmonisan, dan yang terakhir adalah faktor gangguan dari 
pihak ketiga. Dari berbagai macam alasan yang dapat dijadikan dasar bagi seorang 
muslim tersebut, maka ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan akan mengakibatkan suatu akibat hukum bagi seseorang 
yang telah melakukan perceraian, antara lain adalah baik bapak atau ibu 
berkewajiban memelihara anak yang ditinggalkannya, bapak dan ibu 
bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dan 
pengadilan dapat menentukan kepada bekas suami untuk memberi biaya 
penghidupan atau kewajiban kepada bekas istrinya. Akan tetapi akibat hukum dari 
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A. Latar Belakang 
Suatu keluarga terbentuk karena  adanya perkawinan para pihak yaitu 
suami-istri dan menginginkan agar perkawinan tersebut membawa suatu 
kebahagiaan dan dapat berlangsung secara kekal sampai ada salah satu pihak 
ada yang meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang 
Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa 
perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 
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sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari rumusan 
pasal ini dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah tidak semata-mata 
untuk memenuhi hawa nafsu, tetapi juga merupakan upaya untuk 
mewujudkan suatu kehidupan yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa. Akan tetapi didalam kenyataannya bahwa tidak selalu keinginan 
hidup bersama secara kekal dan abadi itu dapat terlaksana. 
Di dalam masyarakat tidak jarang terjadi kegagalan dalam membina 
rumah tangganya yang disebabkan oleh masalah-masalah duniawi yang 
dialami oleh sepasang suami-istri. Sehingga sering timbul ketidak adanya 
kesepakatan dan pandangan hidup yang berbeda antara suami dan istri di 
dalam kehidupan rumah tangganya. Bahkan sampai menimbulkan 
perselisihan dan permusuhan antara suami dan istri, walaupun usaha damai 
telah diupayakan. Sering dijumpai di dalam masyarakat, suatu kehidupan 
perkawinan karena suatu sebab menjadi demikian buruknya sehingga tidak 
dapat diperbaiki lagi, maka akan lebih baik bila perkawinan itu diputuskan 
dari pada berlangsung terus. Dengan diputuskannya tali perkawinan 
dipandang sebagai jalan terakhir bagi kedua belah pihak setelah diusahakan 
adanya upaya perdamaian yang gagal, sehingga perkawinan tersebut sudah 
tidak dapat dipertahankan lagi, dan timbulah perceraian. 
Sebelum Agama Islam lahir, perceraian dikalangan orang Arab 
Jahiliyah mudah dan seringkali terjadi. Para suami menceraikan isterinya 
dengan melakukan talaq dan rujuk di dalam iddah yang tidak ada batasnya. 
Begitu suami marah, begitu dengan mudah ia melakukan talaq. Tetapi begitu 
marahnya hilang begitu ia melakukan rujuk dan hidup sebagai suami istri lagi. 
Bahkan jika ingin menyakiti istrinya, setiap hampir habis iddahnya suami 
melakukan rujuk lagi, kemudian melakukan talaq kembali, dan setiap hampir 
habis iddahnya, suami melakukan rujuk kembali. Dengan turunnya Agama 
Islam maka hukum-hukum Islam melindungi masyarakat dari keganasan dan 
kekejaman manusia lainnya. Islam menetapkan batas seorang suami boleh 
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mentalaq isterinya dan batas-batas boleh melakukan rujuk dan iddah. Apabila 
batas ini dilewati seorang suami, berhaklah istri memilih jodohnya yang 
lain.(H.M. Djamil Latif,1991:27)                                                                                                        
Mengingat bahwa keluarga merupakan bentuk terkecil dari kehidupan 
bersama manusia, maka tidak dapat dipungkiri adanya keterkaitan antara 
perkawinan dan keluarga di satu pihak dengan masyarakat dipihak lain. 
Masalah keluarga dapat diartikan sebagai masalah masyarakat pula, karena 
apabila sesuatu hal terjadi pada keluarga maka masyarakat ikut merasakan 
dampaknya. Oleh karena itu masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh 
negara merasa perlu untuk mengatur urusan keluarga ini dengan cara 
membentuk peraturan-peraturan, termasuk peraturan yang menentukan 
persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan 
maupun alasan-alasan apa saja yang harus ada untuk mengajukan perceraian. 
Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan, hukum perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 
perkawinan termasuk perceraian diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum 
sebagai berikut: 
1. Bagi orang-orang Eropa dan keturunan Eropa, berlaku kitab Undang-
undang hukum perdata (BW); 
2. Bagi orang-orang Cina dan keturunan Cina, berlaku kitab Undang-undang 
Hukum Perdata (BW); 
3. Bagi orang-orang Timur Asing bukan Cina (Arab, India dan sebagainya) 
berlaku hukum adat mereka masing-masing; 
4. Bagi orang Indonesia asli berlaku bermacam-macam aturan yaitu: 
a. Bagi orang beragama Islam, berlaku hukum Islam sebagai bagian dari 
hukum adat; 
b. Bagi yang beragama Kristen di Jawa, Minahasa dan Ambon berlaku 
HOCI (S. 1993 No. 74); 
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c. Bagi mereka yang tidak termasuk a dan b berlaku hukum adatnya 
(pasal 131 ayat 6 IS).  
5. Bagi mereka yang berada dalam perkawinan campuran berlaku GHR (S. 
1898 No. 158). 
  Dengan adanya bermacam-macam ketentuan hukum mengenai 
perceraian ini, maka menimbulkan keadaan yang tidak pasti. Dalam rangka 
pembentukan Hukum Nasional, timbulah gagasan dan usaha-usaha untuk 
membentuk peraturan yang khusus mengatur tentang perkawinan, dengan 
segala aspeknya untuk seluruh warga negara Indonesia, yang antara lain untuk 
mencegah dan menekan jumlah perceraian yang banyak di Indonesia. 
Kemudian barulah pada tahun 1974 tepatnya tanggal 2 januari 1974, 
terciptalah unifikasi di bidang hukum perkawinan dan perceraian secara 
nasional yaitu dengan diudangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 
Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yang 
berlaku efektif sejak tanggal 1 oktober 1975. Dengan demikian setiap rakyat 
indonesia tanpa kecuali yang akan melangsungkan perkawinan dan 
perceraian, maka harus didasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur didalam 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, sehingga perceraian juga baru bisa 
dapat dilaksanakan apabila alasan-alasan untuk melakukan perceraian itu 
sesuai dengan alasan-alasan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
Dengan demikian, umat Islam yang merupakan mayoritas bangsa 
Indonesia telah memiliki hukum tertulis sebagai dasar untuk memperoleh 
jaminan kepastian hukum yang sekian lama belum pernah terwujud. Jadi, 
jelaslah disini bahwa kehadiran undang-undang tersebut sebenarnya tidak 
dapat dipisahkan dari pengaruh agama yang banyak berperan dalam hukum 
perkawinan termasuk perceraian. Dengan terbentuknya undang-undang 
tersebut tidak berarti kebebasan bertindak dan bersikap yang dimiliki keluarga 
tersebut menjadi hilang. Kebebasan itu masih tetap dimiliki suatu keluarga 
dengan tetap mengingat ketentuan undang-undang. Kebijakan dari negara 
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atau pemerintah ini, semata-mata demi kesejahteraan dan kebahagian yang 
abadi bagi keluarga, masyarakat dan negara itu sendiri. 
Putusnya perkawinan ini dapat disebabkan oleh dua hal pokok yaitu 
karena kematian dan karena perceraian. Dalam hal ini penulis akan 
memfokuskan masalah pada putusnya perkawinan karena perceraian, maka 
penulis berusaha menyusun penelitian hukum dengan judul “ALASAN-
ALASAN YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PERCERAIAN 
BESERTA AKIBATNYA BAGI SEORANG MUSLIM DITINJAU DARI 







B. Pembatasan Masalah 
Dengan luasnya masalah yang timbul, maka dalam pembahasan 
permasalahan dibatasi dalam beberapa hal yaitu: 
1. Ketentuan-Ketentuan Peraturan 
Didalam pembahasan permasalahan ini, penulis mendasarkan pada 
ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan pelaksananya yaitu 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga ketentuan-ketentuan 
yang terdapat dalam hukum Islam yang erat kaitannya dengan masalah 




Wilayah atau obyek penelitian ini adalah di pengadilan agama 
karanganyar. Dengan mengingat bahwa pengadilan agama merupakan 
lembaga yang lebih berperan penting dan luas sejak berlakunya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
3. Jangka Waktu 
 Masalah alasan-alasan perceraian yang dibahas disini adalah 
masalah-masalah perceraian yang terjadi pada tahun 2006 sampai tahun 
2007. 
C. Perumusan Masalah 
Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang 
dibahas serta untuk lebih mengarahkan pembahasan, maka perumusan 
masalah yang diajukan adalah sebagai berikut: 
1. Apakah yang menjadi alasan-alasan perceraian bagi orang muslim di 
Pengadilan Agama Karanganyar pada tahun 2006 sampai tahun 2007? 
2. Apa akibat dari perceraian ditinjau menurut ketentuan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan? 
D. Tujuan Penelitian 
Dalam suatu penelitian ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh 
peniliti. Tujuan ini tidak lepas dari permasalahan yang telah dirumuskan 
sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Tujuan Obyektif: 
a. Untuk mengetahui alasan-alasan apa yang dijadikan pertimbangan 
seseorang muslim untuk bercerai di wilayah hukum Pengadilan Agama 
Karanganyar pada tahun 2006 sampai tahun 2007. 
b. Untuk mengetahui apa akibat dari perceraian ditinjau menurut 
ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
2. Tujuan Subyektif: 
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a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam 
penyusunan penelitian. 
b. Untuk memperluas dan mengembangkan wawasan berpikir, 
menambah kemampuan penulis. 
c. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan 
di Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta. 
 
E. Manfaat Penelitian 
Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang 
diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh 
dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis: 
a. Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum 
khususnya hukum perdata. 
b. Menambah wawasan penelaahan ilmiah yang dapat digunakan dalam 
penulisan ilmiah di bidang ilmu hukum. 
2. Manfaat Praktis: 
 Dapat dijadikan suatu acuan dalam menelaah dan menghindari 
terjadinya perceraian. 
 
F. Metode Penelitian  
Pemilihan jenis metode tertentu dalam suatu penelitian sangat penting 
karena berpengaruh pada hasil penelitian nantinya. Suatu penelitian, metode 
penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu 
kegiatan dan proses penelitian. Metodelogi pada hakekatnya memberikan 
pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan 
memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya (Soerjono Soekanto, 
2006: 6). 




1. Jenis Penelitian 
Berdasarkan pada masalah yang diajukan, maka didalam penulisan 
hukum ini yang digunakan adalah jenis penelitian dalam bentuk penulisan 
hukum yang menggunakan pendekatan penelitian empiris. 
2. Sifat Penelitian 
Dalam penelitian hukum ini, sifat penelitian yang digunakan 
adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 
dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang 
manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama 
untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori 





3. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis mengambil 
lokasi penelitian di Pengadilan Agama Karanganyar. 
4. Jenis Data 
a. Data Primer 
Data yang diperoleh dari keterangan/fakta langsung di 
lapangan yaitu data yang diperoleh penulis dari lokasi penelitian yaitu 
di Pengadilan Agama Karanganyar. 
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b. Data Sekunder 
Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, yang 
berupa sejumlah keterangan atau fakta dengan cara mempelajari 
bahan-bahan kepustakaan yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen, 
laporan-laporan dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan 
yang diteliti. 
5. Sumber Data 
Berdasarkan jenis data penelitian tersebut diatas, maka sumber 
data adalah sebagai berikut: 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer dalam penelitian ini adalah penjelasan atau 
keterangan yang diperoleh dari wakil panitera yang bekerja di 
Pengadilan Agama dan Hakim yang ditunjuk untuk memberikan 
keterangan guna pengumpulan data yang lebih lengkap. 
 
b. Sumber Data Sekunder 
Yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberi 
keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Sumber data 
sekunder di bidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya 
digolongkan menjadi tiga, yaitu: 
1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat 
mengikat. Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian 
hukum ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 
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Pelaksanana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, salinan putusan. 
2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang 
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang 
meliputi; buku-buku ilmiah di bidang hukum, makalah dan hasil-
hasil ilmiah para sarjana, literatur dan hasil-hasil penelitian. 
3) Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan-bahan yang 
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum 
sekunder, diantaranya adalah kamus, ensiklopedia, bahan dari 
internet, indeks kumulatif, dan sebagainya. 
Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan kedua sumber 
tersebut secara bersamaan untuk memperoleh data yang akurat, 
mengingat penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara 
empiris atau yuridis sosiologais yaitu mengungkapkan aturan-aturan 
secara normatif atau bersifat yuridis yang dituangkan dalam peraturan 
perundang-undangan dengan mencari kecocokan pada kenyataannya di 
lapangan atau di masyarakat. 
 
 
6. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian pasti akan membutuhkan data yang lengkap, 
dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul betul-betul memiliki 
nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi.  
Oleh karena itu didalam penelitian ini, penulis menggunakan 
teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
a. Studi Dokumen 
  
25 
Merupakan salah satu cara yang untuk memperoleh data dan 
informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan melalui dokumen-
dokumen dan mengkaji bahan-bahan yang bersangkutan dengan 
masalah-masalah yang diteliti. 
b. Wawancara atau Interview 
Mengadakan dialog langsung dengan Hakim serta seorang 
wakil panitera yang telah ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan 
Agama untuk memberikan  keterangan atau informasi yang diperlukan 
bagi penulis untuk penelitian ini agar mendapatkan hasil secara tepat 
dan akurat.   
7. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil 
penelitian menjadi suatu laporan. Teknis analisis data yang dipakai dalam 
penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode 
interaktif.  
Analisis data kualitatif merupakan pengolahan data berupa 
pengumpulan data, penguraiannya kemudian membandingkan dengan teori 
yang berhubungan masalahnya, dan akhirnya menarik kesimpulan. Metode 
interaktif adalah model analisa yang terdiri dari tiga komponen yaitu 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, maka data-data 
diproses melalui tiga komponen tersebut. (HB. Sutopo, 1988: 37). 

















                         
 
Gambar 1: Teknik Analisis Data ( H.B Sutopo, 2002 : 96). 
 
Kegiatan komponen itu dapat dijelaskan sebagai berikut:  
a. Reduksi data  
Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada 
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang 
muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung 
terus-menerus, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sampai 
laporan akhir lengkap tersusun. 
b. Penyajian data 
Merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang 
memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
tindakan. 
 
c. Penarikan kesimpulan  
Dari permulaan data, seorang penganalisis kualitatif  mencari 
arti benda-benda, keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi, 
berbagai kemungkinan, alur sebab akibat dan proporsi. Kesimpulan 
akan ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skepstis, tetapi 
kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat 
menjadi lebih rinci dan mengakar pada pokok. 
G. Sistematika Penulisan 
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Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika 
penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum 
maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun 
sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 ( empat ) bab, yang tiap bab 
terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan 
pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika 
keseluruhan penulisan hukum ini adalah sebagi berikut: 
BAB I :  PENDAHULUAN 
 Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar 
belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan 
hukum. 
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab yang kedua ini memuat dua sub bab, yaitu kerangka 
teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori penulis 
akan menguraikan tinjauan umum. Sedangkan dalam kerangka 




BAB III :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini penulis akan membahas dan menjawab 
permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu : Alasan-
alasan perceraian bagi orang muslim di Pengadilan Agama 
Karanganyar pada tahun 2006 sampai tahun 2007 serta apa 
akibat dari perceraian ditinjau menurut Ketentuan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
BAB IV :  SIMPULAN DAN SARAN 
Merupakan penutup yang menguraikan secara singkat tentang 
kesimpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan 
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permasalahan, dan diakhiri dengan saran-saran yang 























A. Kerangka teori 
1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan  
a. Pengertian Perkawinan 
Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah”: ialah 
Melakukan suatu aqad atau perjajian untuk mengikatkan diri antara 
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seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan 
kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan 
keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan 
hidup berkeluarga yang diliputi kasih sayang dan ketentraman dengan 
cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT. (Ahmad Azhar, dalam 
Soemiyati, 1986 : 8). 
Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (pasal 1), 
perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa. 
Walaupun ada perbedaan tentang perumusan pengertian 
perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu 
unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa 
nikah itu merupakan suatu perjanjian/ perikatan suci antara seorang 
laki-laki dan seorang wanita. Suci disini berarti mempunyai unsur 
agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa. 
 
 
b. Tujuan Perkawinan 
Tujuan perkawian menurut Islam adalah untuk memenuhi 
tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan 
perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang berbahagia 
dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan 
yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan 
yang telah diatur oleh syari’ah. (Soemiyati, 1986 : 12). 




1) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat 
tabiat kemanusiaan; 
2) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta; 
3) Memperoleh keturunan yang sah. 
 
Dari rumusan di atas, filosofi Islam Imam Ghozali membagi 
tujuan dan faedah perkawinan pada 5 (lima) hal, sebagai berikut 
(Nadimah-tanjung dalam Soemiyati, 1986 : 12-13).:  
1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan 
keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa. 
2) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan. 
3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. 
4) Membentuk dan mangatur rumah tangga yang menjadi basis 
pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan 
kasih sayang. 
5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan 
yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.  
 
 
c. Hukum Melaksanakan Perkawinan 
Sebagian besar ulama berpendapat bahwa didalam melakukan 
perkawianan hukumnya tidak wajib tetapi tidak dilarang atau mubah 
pada asalnya. Akan tetapi dengan berdasarkan pada perubaha 
“Illahnya” atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan 
perkawinan, maka perkawinan hukumnya menjadi: Sunnah, Wajib, 
Makruh, dan Haram (Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati. 1997 : 
20). Hal-hal diatas yang dimaksud adalah: 
1) Perkawinan Sunnah 
  
31 
Perkawinan hukumnya menjadi sunah apabila seoarang 
dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin, 
dan dari segi materi telah mempunyai biaya hidup, maka bagi 
orang yang demikian itu sunahlah baginya untuk kawin. Kalau dia 
kawin akan dapat pahala sedang kalau dia tidak kawin dia tidak 
berdosa dan tidak mendapat apa-apa. 
2) Perkawinan Wajib 
Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang 
dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi 
jasmaniahnya sudah sangat mendesak untuk kawin, sehingga kalau 
dia tidak kawin akan terjerumus melakukan penyelewengan, maka 
bagi orang yang demikian itu wajiblah baginya untuk kawin. Kalau 
dia kawin akan mendapat pahala, sedang kalau dia tidak kawin 




3) Perkawinan Makruh 
Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang 
dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi 
belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, 
sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup istri dan 
anak-anaknya, maka bagi orang yang demikiann itu makruhlah 
baginya untuk kawin. Kalau ia kawin dia tidak berdosa dan juga 




4) Perkawinan Haram 
Perkawinan menjadi haram, apabila seseorang yang 
mengawini seorang wanita hanya dengan maksud menganiaya atau 
memperolok-oloknya, maka haramlah baginya untuk kawin. 
Demikian juga apabila seseorang wanita maupun pria, yang 
mengetahui dirinya mempunyai penyakit atau kelemaha yamg 
mengakibatkan tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai 
suami/istri dalam perkawinan, sehingga mengakibatkan salah satu 
pihak menjadi menderita atau karena penyakitnya itu menyebabkan 
perkawinan itu tidak bisa mencapai tujuannya, maka bagi orang 
yang demikian itu haram hukumnya untuk kawin. 
d. Rukun dan Syarat Perkawinan 
Bagi umat Islam, perkawinan itu sah apabila dilakukan 
menurut hukum perkawinan Islam. Suatu akad perkawinan dipandang 
sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga 
keadaan akad itu diakui oleh hukum. 
Rukun akad perkawinan secara tegas disebutkan dalam pasal 
14 kompilasi Hukum Islam, yaitu: 
1) Calon suami; 
2) Calon istri; 
3) Wali nikah; 
4) Dua orang saksi; 
5) Ijab dan qabul. 
 
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dari tiap-tiap rukun 
adalah sebagai berikut: 
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1) Calon mempelai pria dan wanita, harus memenuhi syarat-syarat, 
yaitu: 
a) Telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 
Undang-undang Perkawinan, yaitu calon suami sekurang-
kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-
kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum 
berumur 21 tahun harus mendapat ijin sebagaimana diatur 
dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 
1 Tahun 1974. 
b) Tidak karena paksaan, artinya harus berdasarkan atas 
kesukarelaan/ persetujuan kedua belah pihak. 
c) Tidak terdapat halangan perkawinan atau larangan perkawinan 
bagi calon suami dan calon istri. 
2) Wali nikah, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali 
nikah sebagai berikut: 
a) Wali nikah harus memenuhi persyaratan: laki-laki, beragama 
Islam, baligh (dewasa), berakal sehat, merdeka (tidak sedang 





b) Wali nikah terdiri dari : 
(1) Wali nasab, yaitu anggota keluarga laki-laki dari calon 
mempelai wanita yang mempunyai hubungan darah 
patrilineal dengan calon mempelai wanita. Terdiri dari 
empat kelompok dalam urutan kedudukan kelompok yang 
satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat 
tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai 
wanita, kelompok itu ialah: 
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a) Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke 
atas yakni ayah, kakek, dari pihak ayah dan 
seterusnya. 
b) Kedua, kelompok kerabat laki-laki kandung atau 
saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki 
mereka. 
c) Ketiga, kelompok kerabat paman, yaitu saudara 
laki-laki kandung ayah, suadara seayah dan 
keturunan laki-laki mereka. 
d) Keempat, kelompok sudara laki-laki kandung 
kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan 
laki-laki mereka. 
(2) Wali hakim, baru dapat bertindak sebagai wali nikah 
apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin 
menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya 
atau goib atau enggan (adlal). Dalam hal wali adlal maka 
wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah 







3) Saksi nikah, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
a) Seorang laki-laki muslim, baligh, tidak terganggu ingatan dan 
tidak tuna rungu (tuli). 
b) Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah 
serta menandatangani akad nikah pada waktu dan tempat akad 
nikah dilangsungkan. 
c) Saksi yang hadir minimal dua orang. 
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4) Ijab dan qobul (akad nikah), harus memenuhi syarat-syarat sebagai 
berikut: 
a) Ijab dan qobul ini dilakukan oleh wali mempelai perempuan 
dan mempelai laki-laki. Ijab diucapkan oleh wali mempelai 
perempuan dan qobul diucapkan oleh mempelai laki-laki. 
b) Ijab dan qobul harus jelas berntun dan tidak berselang waktu. 
c) Dalam hal-hal tertentu ucapan qobul nikah dapat diwakilkan 
kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria 
memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan 
wakil atas akad nikah adal untuk mempelai pria. 
d) Dalam hal calon mempelai wanita dan wali keberatan calon 
mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh 
dilangsungkan.  
 
2. Tinjuan Umum Tentang Perceraian         
a. Pengertian Perceraian 
Perceraian dalam istilah ahli figh disebut “talak” atau “furqah”. 
Adapun arti dari pada talak ialah : membuka ikatan membatalkan 
perjanjian. Sedangkan “furqah” artinya bercerai, yaitu lawan dari 
berkumpul. Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli figh 
sebagai satu istilah, yang berarti: perceraian antara suami-istri. 
(Soemiyati, 1986: 103). 
1) Cerai thalak  
Cerai talak adalah ikrar suami di hadapan sidang 
pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya 
perkawinan. Sedangkan menurut Lili Rosjidi “Cerai thalak yaitu 
bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Islam. 
Maksud perceraiannya dapat diajukan kepada pengadilan agama di 
tempat dimana mereka bertempat tinggal.” (Lili Rosjidi, 1983: 23). 
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2) Cerai gugat 
Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya 
suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada 
pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan putusan pengadilan. 
(K. Wantjik dalam Soemiyati, 1986:131). 
Sedangkan yang dimaksud cerai gugat dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975 ialah perceraian yang dapat dilakukan oleh seorang 
istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan 
oleh seorang suami atau istri yang melangsungkan perkawinan nya 
menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam. 
b. Hukum Perceraian  
Dimaksud dengan hukum perceraian di sini adalah kedudukan 
perceraian dalam Al-Ahkam Al-Khomsa, ditinjau dari segi 
kemaslahatan dan kemudlaratan berkenaan dengan sebab musabab. 
maka hukum perceraian itu ada empat macam, yaitu: 
1) Makruh, yakni hukum asal dari thalak/cerai sebagaimana sabda 
Rasullalah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah 
dari Ibnu Umar: 
“Barang halal yang amat dibenci oleh Allah SWT ialah talak.”    
 
2) Haram (bid’ah), yaitu thalak yang dijatuhkan pada waktu istri 
dalam keadaan haid (bulanan) atau dalam keadaan suci tetapi telah 
dikumpuli. 
3) Sunnat, bila suami tidak sanggup memberi nafkah yang cukup 




4) Wajib, bila terjadi percekcokan yang membahayakan antara suami 
dan istri, sedang dua hakim yang mengurusnya memandang perlu 
agar keduanya cerai. (DJamil Latif, 1981:49) 
c. Putusnya Ikatan Perkawinan 
1) Kematian suami atau istri 
Kematian suami atau isrti dalam arti hukum adalah 
putusnya ikatan perkawinan. Jika istri yang meninggal dunia 
seorang suami boleh kawin lagi dengan segera, tetapi seorang istri 
yang suaminya meninggal, harus menunggu jangka lewatnya 
waktu tertentu sebelum dapat kawin lagi. Jangka waktu itu disebut 
iddah. Iddah karena kematian suami adalah empat bulan sepuluh 
hari dari meninggalnya suami dan jika pada akhir waktu ini sitri 
hamil, maka jangka waktu untuk dapat kawin lagi sampai dia 
melahirlan anaknya. (DJamil Latif, 1981:39). 
2) Perceraian  
a) Tindakan Pihak Suami 
(1) Thalak  
(a) Macam-macam Thalak 
(i) Ditinjau dari segi waktu menjatuhkan thalak, hukum 
thalak dibagi menjadi dua yaitu: 
(a) Thalak sunni (thalak halal), apabila thalak itu 
sesuai dengan Sunnah Rasul, yakni thalak yang 
dijatuhkan kepada istri dalam keadaan : 
(1) Hamil. 
(2) Suci (tidak haid) dan belum dikumpuli lagi 
pada waktu suci itu. 
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(b) Thalak bid’I (thalak haram), apabila thalak itu 
tidak sesuai dengan Sunnah Rasul, yakni thalak 
yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan: 
(1) Haid.  
(2) Suci (tidak haid) tetapi pada waktu suci itu 
dikumpuli lagi, dan atau thalak yang 
dijatuhkan dua atau tiga sekaligus.  
(ii) Ditinjau dari segi mungkin atau tidaknya thalak 
tersebut ditarik kembali, maka ada dua macam 
yaitu: 
(a) Thalak raj’i, yaitu thalak yang mungkin ditarik 
kembali dengan memberi kemungkinan bagi 
suami untuk kembali rujuk dengan istrinya 
dalam jangka waktu iddah. 
(b) Thalak Ba’in, yaitu thalak yang tidak mungkin 
ditarik kembali, dan tidak memberi 
kemungkinan kepada suami untuk kembali rujuk 
kepada istrinya dalam jangka waktu iddah. 
(DJamil Latif, 1981 : 50-52) 
 
(2) Ila’  
Meng-ila’ istrinya ialah bersumpahnya suami untuk 
tidak mengumpuli istrinya baik dengan menggunakan nama 
Allah maupun sifatNya, baik secara mutlak tanpa batas 
waktu ataupun dengan batas waktu empat bulan atau lebih. 
Hal ini diatur dalam Al qur’an surat : Al Baqarah ayat 226-
227. (Soemiyati, 1986 : 166). 
Apabila seorang suami bersumpah ila’ hendaknya 
menunggu sampai empat bulan. Kalau dia kembali baik 
kepada istrinya sebelum masa empat bulan, dia diwajibkan 
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membayar denda sumpah (kifarat), tetapi kalau sampai 
empat bulan dia tidak kembali baik dengan istrinya, maka 
hakim berhak menyuruh untuk memilih diantara dua 
alternatif: 
(a) Kembali baik kepada istrinya dengan syarat harus 
membayar denda (kifarat). 
(b) Mentalak istrinya. 
Bila suami tersebut tidak mau memilih dua alternatif 
tersebut hakim berhak menceraikan istrinya tersebut dengan 
paksa. 
 
(3)  Li’an  
Lia’an ialah sumpah seorang suami yang menuduh 
istrinya berbuat zina dengan orang lain, sumpah itu 
diucapkan empat kali berturut-turut dan sumpah yang 
kelima ditambah dengan kata-kata “laknat Allah atas diriku 
jika tuduhanku itu dusta”. Sebaliknya si istri dapat menolak 
tuduhan tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata 
tuduhan itu tidak benar, diikuti sumpah kelima dengan 
kata-kata “murka Allah atas diriku bila tuduhan tersebut 
benar”.  
 
Akibat hukum dari adanya li’an ini ialah: 
(a) Jika istri tidak bersedia bersumpah li’an (sumpah balik) 
sebagai bantahan terhadap tuduhan maka terbukti 
bahwa istri telah berbuat zina, maka berlaku padanya 
pidana zina, suami dibenarkan dalam tuduhannya dan 
suami bebas dari pidana penuduha zina. 
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(b) Jika istri bersumpah li’an (sumpah balik) sebagai 
bantahan tuduhan suaminya, maka istri tersebut bebas 
dari pidana zina, dan suami juga bebas dari pidan 
penuduhan zina. Kebohongan ada pad salah satunya dan 
terserah dihadapan Allah SWT. 
(c) Dengan adanya li’an maka anak yang dilahirkan oleh 
istri bukan anak suaminya, suami tidak berhak menjadi 
wali nikahnya (bila perempuan) dan tidak ada hak waris 
bagi anak yang diingkarinya itu jika suami meninggal 
dunia atau dengan kata lain anak tersebut hanya 
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. (Djamil 
Latif, 1981 : 74). 
 
(4) Zhihar  
Zhihar, yaitu ucapan suami kepada istrinya yang 
berisi penyerupaan istrinya dengan ibunya seperti kata 
suami: “Engkau seperti punggung ibuku”. Pada zaman 
jahiliah, zhihar dianggap sebagai salah satu cara 
menceraikan istri. 
Kemudian Islam melarangnya, dengan menyatakan 
haram hukumnya. Suami yang terlanjur menzhihar istrinya 
sebelum mencampuri membayar kifaratnya. Adapun kifarat 
zhihar adalah memerdekakan budak, jika tidak mampu, 
harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak kuat 
berpuasa, wajib memberi makan 60 orang miskin. (Djamil 
Latif, 1981 : 54). 




Khulu’, yaitu talak tebus yang berarti menceraikan 
istri dengan iwad (tebusan) oleh pihak istri kepada suami. 
Khulu’ hanya dibenarkan kalau ada sebab-sebab yang 
menghendakinya, yang secara garis besar ada dua macam 
yaitu: 
(a) Apabila dikhawatirkan suami istri tidak dapat 
menjalankan hukum-hukum Allah, yaitu menciptakan 
pergaulan rumah tangga yang baik. 
(b) Apabila istri sangat benci kepada suaminya karena 
alasan tertentu sehingga dikhawatirkan akan 
dikhawatirkan istri tidak mematuhi suaminya. (Tim 
Penyusun Buku Pendidikan Agama Islam, 2000 : 54). 
Dengan khulu’ perceraian terjadi dengan thalak 
ba’in sehingga meskipun suami bersedia menyerahkan 
kembali iwadl (tebusan) yang telah diterima, tetapi suami 
tetap tidak berhak rujuk. Bisa kembali sebagai suami-istri 
bila disetujui kedua belah pihak dan dengan akad nikah 
baru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(2) Rafa’ (gugatan) 
Jika ada seorang istri yang merasa haknya teraniaya 
oleh suaminya atau seorang istri menderita tekanan lahir 
batin dalam berumah tangga atau seorang istri terbengkelai 
nasibnya maka sudah sewajarnya apabila orang tersebut 
mengadukan nasibnya kepada hakim, mengguat suaminya 
agar diceraikan status perkawinannya. 
Beberapa alasan yang dapat dibenarkan seorang 




(a) Terjadi penipuan dalam akad nikah. 
(b) Adanya unsur paksaan dalam diri istri dalam 
perkawinan atau adnya ancaman terhadap dirinya dalam 
perkawinan bukan dasar kerelaan. 
(c) Suami melanggar ta’lik talak. 
(d) Suami menyalahi perjanjian perkawinan yang dibuat 
bersama pada waktu akd nikah, sepanjang perjanjian 
tersebut tidak bertentangan dengan ayari’at Islam. 
(e) Suaminya mafqud. (Achmad Icsan, 1986 : 23). 
c) Persetujuan dari kedua  belah  pihak 
Mubara’ah 
Mubara’ah adalah perceraian yang terjadi dengan 
persetujuan kedua belah pihak dari suami-istri yang sama-sama 
ingin memutus ikatan perkawinan, dan kedua pihak telah 
merasa puas hanya dengan kemungkinan terlepas dari ikatan 
masing-masing. Tindakan untuk sama-sama membebaskan ini 
dianggap sebagai ‘iwadl. (Djamil Latif, 1981: 60) 
Untuk dapat mengajukan gugatan perceraian di 
Pengadilan harus disertai dengan alasan-alsan yang telah 
ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Adapun hal-hal 
yang dapat dipakai sebagai alasan untuk mengajukan gugatan 
perceraian ini diatur dalam pasal 39 ayat (2) beserta 
penjelasannya dan dipertegas lagi dalam pasal 19 Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu: 
(1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, 




(2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) 
tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan 
yang sah atau hal lain diluar kemampuannya; 
(3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun 
atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan 
berlangsung; 
(4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan 
berat yang membahayakan pihak lain; 
(5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit 
dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya 
sebagai suami-istri; 
(6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi 
dalam rumah tangga. 
 
d) Keputusan Hakim 
(1) Ta’lik thalak 
Arti dari ta’lik ialah menggantungkan, jadi 
pengertian Ta’lik thalak ialah suatu talak yang 
digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang 
telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah 
diperjanjikan terlebih dulu. (Soemiyati, 1986 : 115). 
Ta’lik thalak yang berlaku di Indonesia sebagai 
thalak yang digantung adalah yang diucapkan oleh seorang 
suami dan dikaitkan dengan iwadl sesudah akad nikah 
sebagai suatu perjanjian perkawian yang mengikat suami. 
Thalak ini berlaku pada saat hakim pengadialn agama 




(2) Fasakh  
Arti fasakh “Merusakkan atau membatalkan”. Ini 
berarti bahwa perkawinan itu diputuskan/ dirusakkan atas 
permintaan salah satu pihak oleh hakim pengadilan Agama. 
Jadi fasakh adalah semacam perceraian dengan 
putusan hakim atas permintaan istri. Karena itu fasakh 
dapat dianggap sebagai imbangan thalak yang ada ditangan 
laki-laki (suami). Dan dari tinjauan syara dan hikmahnya 
dapatlah kita sebut bahwa fasakh ini adalah peluang atau 
jalan kesempatan bagi istri untuk memperoleh perceraian 
dengan suaminya dari segi hukum. 
Pada garis besarnya menurut (Djamil Latif, 1981 : 
64-69) ada empat hal yang dapat dijadikan alasan oleh 
seorang istri untuk minta fasakh, yaitu: 
(a) Suami Mempunyai Cacat  
Tentang cacat badan salah satu pihak denagn 
akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 
suami-istri diatur oleh Undang-undang Perkawinan 
Nasional sebagai alasan yang dapat dijadiakan dasar 
untuk perceraian. 
(b) Suami Miskin 
Fasakh dengan alasan suami miskin tidak dapat 
dilakukan sebelum ada kepastian bahwa suami memang 
benar miskin. Karena itu harus diperiksa terlebih dahulu 
apakah suami itu benar-benar miskin dan tidak mampu 
mencukupi kebutuhan baik istri ataupun keluarganya. 
Di Indonesia untuk dapat menfasakh 
perkawinan karena suami miskin haruslah istri 
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mengajukan halnya kepada Pengadilan Agama serta 
dengan keterangan yang cukup (dua orang saksi atau 
pengakuan dari suami) tentang benar ia miskin. 
(c) Suami Masfud 
Suami masfud adalah hilangnya suami tidak 
tahu kemana perginya dan menurut persangkaan yang 
kuat bahwa ia telah mati. Dalam hal suami yang masfud 
ini, istri dapat meminta fasakh kepada hakim. Hanya 
untuk fasakh ini istri harus menunggu jangka waktu 
tertentu.   
(d) Salah Satu Pihak Dari Suami-Istri Murtad 
Menurut Hukum Islam, murtadnya (keluar dari 
agama Islam) seseorang dari suami-istri menyebabkan 
putusnya ikatan perkawinan, karena perkawinan 
menjadi terfasakh. 
(3) Syiqaq 
Suatu perselisihan yang telah terjadi demikian hebat 
antara suami-istri, keadaan ini yang dapat menimbulkan 
kesulitan dan penderitaan terutama kepada istri, karena 
jalan untuk bercerai baik dengan ta’lik thalak maupun 
fasakh tertutup, maka persoalan tersebut diselesaikan 
melalui syiqaq. Lembaga syiqaq termaktub dalam Al 
Qur’an Surat An-Nisa Ayat 35. 
Menurut ayat tersebut bahwa lembaga syiqaq harus 
ada dua oramg hakam (hakamain) yaitu seorang dari pihak 
keluarga laki-laki dan seorang dari pihak keluarga 
perempuan, tetapi telah timbul dua pendapat yang masing-
masing memberi arti yang lain kapada hakam tersebut. 
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Menurut pendapat yang pertama, hakam itu hanya 
wakil dari suami dan wakil dari istri, mereka hanya dapat 
memberi nasehat kepada suami-istri yang hidup berselisih 
itu supaya damai, atau kalau daya upaya itu ternyata tidak 
berhasi maka apabila terjadi perceraian dan ada salah satu 
pihak tidak mufakat, maka hakam-hakam itu tidak dapat 
berbuat apa-apa. 
Menurut pendapat yang kedua, hakam itu 
mempunyai kekuasaan seperti hakim, maka kalau 
nasehatnya tidak berhasil mereka dapat memberi keputusan, 
bahkan boleh menceraikan mereka biarpun salah satunya 
tidak setuju. Yang menjatuhkan thalak disini bukan 
Pengadilan Agama, tetapi hakam dari pihak suami yang 
diterima oleh hakam dari pihak istri, sedang pengadilan 
agama hanya menguatkan saja keputusan hakamain 
tersebut. (Djamil Latif, 1981 : 71) 
(4) Riddah 
Semua ulama sepakat bahwa riddahnya atau 
murtadnya (keluar dari agama Islam) seseorang dari suami-
istri menyebabkan putusnya ikatan perkawinan, tetapi 
mereka berbeda pendapat dalam menggolongkannya 
apakah termasuk thalak atau termasuk fasakh. (Djamil 
Latif, 1981 : 72) 
Di Indonesia putusnya ikatan perkawinan karena 
riddahnya suami atau istri termasuk fasakh dan dilakukan di 
depan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama hanya dapat 
menerima riddahnya seseorang jika orang itu menyatakan 
diri dengan tegas di depan Pengadilan Agama itu bahwa ia 



























Keterangan Kerangka Pemikiran 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan 
dimana tidak semuanya perkawinan tersebut akan berjalan kekal abadi 
selamanya. Adapun salah satu putusnya tali perkawinan adalah disebabkan 
oleh adanya perceraian, dimana didalam perceraian tersebut ada berbagai 
macam alasan-alasan yang mendasari seseorang untuk bercerai. Dengan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan 
Adanya Perkawinan 




Akibat Perceraian ditinjau 
menurut Undang-Undang 




adanya perceraian tersebut maka akan menimbulkan akibat hukum bagi para 















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
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1. Alasan-Alasan Yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian Bagi 
Seorang Muslim di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2006 
sampai Tahun 2007 
 
Seperti kita lihat fenomena yang terjadi di dalam masyarakat 
belakangan ini bahwa angka perceraian yang terjadi dalam tiap tahunnya 
masih cukup tinggi. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil penelitian 
masih banyaknya perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama 
Karanganyar, baik itu cerai gugat maupun cerai talak. 
Untuk mengetahui hal tersebut maka penulis melakukan 
wawancara dengan salah satu staf yang bekerja di Pengadilan Agama 
Karanganyar yaitu ibu Tri Purwanai S.H yang menjabat sebagai wakil 
penitera di Pengadilan tersebut. Ibu Tri Purwani mengatakan bahwa ada 
beragam macam alasan bagi seorang muslim yang akan melakukan 
perceraian. Dengan melakukan wawancara tersebut maka penulis 
memperoleh beberapa keterangan serta data yang diperlukan didalam 
melakukan penelitiannya diantaranya adalah data statistik mengenai 
faktor-faktor penyebab terjadi perceraian yang terjadi di Pengadilan 
Agama Karanganyar yang terjadi pada tahun 2006 dan tahun 2007. 
Sebagai bahan perbandingan masih banyaknya jumlah perceraian 
yang terjadi di setiap tahunnya dapat ditunjukan dalam tabel kasus 
perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar dari tahun 2006 sampai 
tahun 2007 sebagai berikut: 
          TABEL 1 
 Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2006 
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Dari kedua tabel kasus perceraian di atas, dapat kita lihat bahwa 
ternyata kasus perceraian masih cukup tinggi terutama di Kabupaten 
Karanganyar. Pada tahun 2006 banyaknya perceraian ada 977 kasus, 
sedangkan pada tahun 2007 ada penurunan jumlah kasus perceraian 
menjadi 917 kasus. 
Dari keseluruhan kasus perceraian yang diterima oleh Pengadilan 
Agama Karanganyar dari tahun 2006 sampai tahun 2007 apabila diambil 
rata-rata dalam setiap bulannya terdapat 79 kasus perceraian. Hal ini 
sangat memprihatinkan, fenomena diatas tentu akan menimbulkan 
pertanyaan apa yang menjadi alasan sehingga masih banyak perceraian 
yang terjadi di dalam masyarakat. Pertanyaan ini akan penulis jawab 
dalam pembahasan berikutnya di bawah ini. 
Dalam hal ini penulis akan mengemukakan alasan-alasan seorang 
muslim yang diajukan di Pengadilan Agama Karanganyar berdasarkan 
penelitian yang telah penulis lakukan. Data diambil dalam 2 (dua) tahun 
terakhir yaitu sepanjang tahun 2006 sampai tahun 2007. data ditampilkan 
dalam bentuk prosentase dari masing-masing alasan yang menunjukkan 
seberapa besar alasan-alasan perceraian tersebut yang diajukan oleh 














Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian 
di Pengadilan Agama Karanganyar  
Tahun 2006 
 
           TABEL 4 
Krisis Moral 
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Mengenai alasan-alasan perceraian atau faktor-faktor yang menjadi 
penyebab terjadinya perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama 
Karanganyar di bagi menjadi 6 (enam) kategori, yang Katagori di sini 
dibuat berdasarkan keputusan dari Dirjen Peradilan Agama yang lebih 
disesuaikan dengan kebutuhan akan beragamnya alasan yang diajukan 
oleh masing-masing pasangan suami-istri yang beragama Islam dalam 
mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama yaitu: 
1. Krisis Moral 
 Alasan-alasan perceraian yang menyangkut krisis moral ini 
masih cukup tinggi pada Pengadilan Agama di Kabupaten 
Karanganyar, hal ini dapat dilihat pada tabel diatas pada tahun 2006 
mencapai (4,3%) kemudian pada tahun 2007 mencapai (2,0%) hal ini 
mengalami penurunan sekitar (2,3%). 
 
2. Tidak Ada Tanggung Jawab 
 Faktor-faktor perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama 
Karanganyar pada kategori tidak ada tanggung jawab ini menduduki 
peringkat atas, hal ini dapat diketahui dari tabel bahwa pada tahun 
2006 mencapai (19,2%) kemudian pada tahun 2007 mengalami 




 Dalam kasus ini prosentasenya masih kecil yang terjadi di 
Pengadilan Agama Karanganyar yaitu pada tahun 2006 hanya 







4.  Kekejaman  
 Dalam kategori alasan perceraian karena kekejaman antara 
suami istri dalam kehidupan rumah tangga dapat di bagi tiga sub 
kategori yaitu: 
 
a. Penganiayaan Berat 
 Penganiayaan yang dilakukan oleh suami ternyata masih 
dialami oleh para istri. Hal ini dapat dilihat dari tabel bahwa pada 
tahun 2006 mencapai (0,7%) kemudian tahun 2007 mencapai 
(0,3%). Hal ini mengalami penurunan mencapai (0,4%) di 
Pengadilan Agama Karanganyar.  
 
b. Kekejaman Mental 
 Alasan perceraian karena kekejaman mental di kalangan 
masyarakat khususnys di Kabupaten Karanganyar masih kurang 
umum. Hal ini dapat diketahui dengan tidak adanya alasan 
kekejaman mental (0%) baik pada tahun 2006 dan tahun 2007. 
 
5. Cacat Biologis  
 Alasan perceraian karena cacat biologis di Pengadilan Agama 
Karanganyar pada tahun 2006 mencapai (0,6%) dan tahun 2007 
mencapai (0,2%) sehingga mengalami penurunan sekitar (0,4%). 
 
6. Terus menerus Berselisih 
 Dalam kategori alasan ini bahwa suami istri terus menerus 
berselisih lebih menitikberatkan pada tingkat keharmonisan hubungan 
antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Alasan perceraian 







a. Poligami Tidak Sehat 
 Hal ini dapat diketahui dengan tidak adanya alasan poligami 
tidak sehat (0%) baik pada tahun 2006 dan tahun 2007. 
 
b.  Cemburu 
 Pada tahun 2006 mencapai (2,7%) kemudian pada tahun 2007 
mencapai (1,8%). Hal ini mengalami penurunan sekitar (0,9%) 
yang terjadi di Pengadilan agama Karanganyar. 
 
c. Kawin Paksa  
 Pada zaman sekarang ini masih juga ditemukan adanya kawin 
paksa yang hal tersebut mengakibatkan adanya perceraian, Hal ini 
dapat diketahui pada tabel bahwa pada tahun 2006 mencapai 
(6,7%) kemudian pada tahun 2007 mencapai (5,8%). Hal ini 
mengalami penurunan sekitar (0,9%). 
d. Ekonomi 
 Faktor penyebab perceraian yang dikarenakan masalah 
ekonomi ini mencapai (24,0%) pada tahun 2006 kemudian pada 
tahun 2007 mencapai (22,5%). Hal ini mengalami penurunan 
(1,5%).  
 
e. Kawin Di bawah Umur 
 Baik pada tahun 2006 dan tahun 2007 yang terdapat di 
Pengadilan Agama Karanganyar alasan kawin di bawah umur 








 Baik pada tahun 2006 dan tahun 2007 yang terdapat di 
Pengadilan Agama Karanganyar karena alasan politis ini adalah 
(0%). 
 
g.  Tidak Ada Keharmonisan 
 Pasangan suami-istri tersebut sering berbeda pendapat 
mengenai berbagai masalah sehingga menimbulkan perselisihan-
perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dalam 
kehidupan rumah tangga mereka. hal ini dapat diketahui bahwa 
pada tahun 2006 mencapai (24,8%) kemudian pada tahun 2007 
mencapai (23,4%). 
 
h. Gangguan Pihak Ketiga 
 Adanya gangguan pihak ketiga ini adalah yang menyebab 
faktor perceraian yang mencapai (16,9%) pada tahun 2006 
kemudian pada tahun 2007 mencapai (13,0%). Hal ini mengalami 
penurunan sekitar (3,9%). 
 
 
2. Akibat Perceraian Ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan 
 
 Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis pada hari 
senin 28 april 2008 pukul 11.30. WIB dengan salah satu narasumber, yaitu 
dengan seorang Hakim dari Pengadilan Agama Karanganyar Bapak H. 
Arief Qommarudin S.H. yang mengatakan bahwa akibat dari perceraian 
tersebut jika ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan maka akibat tersebut dapat dilihat secara langsung 
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada 




 Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 
anak-anaknya, semata-mata berdasrkan kepentingan anak; bilamana 
ada perselisihan mengenai  penguasaan tentang anak-anak Pengadilan 
menberi keputusan; 
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 
pendidikan yang diperlukan anak itu; bila mana bapak dalam 
kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan  dapat 
menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 
c. Pengadilan dapat menentukan kepada bekas suami untuk memberikan 
biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas 
istri. 
 
 Tetapi kenyataanya hakim dalam menjatuhkan putusannya, maka 
akibat dari suatu putusan perceraian tersebut tidak akan selalu sama persis 
seperti yang terdapat didalam Undang-Undang tersebut tetapi tetap 
berpedoman pada Undang-Undang tersebut. Ada suatu pertimbangan yang 
lain sehingga akan menimbulkan akibat hukum yang lain diantaranya 




1. Alasan-Alasan Yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian di 
Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2006 sampai Tahun 2007 
 
Dari tabel 3 dan 4 di atas dapat diketahui bahwa meskipun dalam 
pengkatagorian alasan-alasan perceraian di Pengadilan Agama 
Karanganyar tersebut telah ditetapkan dari Dirjen Peradilan Agama, 
ternyata yang terjadi tidak sama persis dengan ketetapan tersebut. Serta 
juga tidak sama dengan yang ada didalam Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. 
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tetapi tetap mengacu pada Undang-Undang Perkawinan maupun 
Kompilasi Hukum Islam. 
Mengenai alasan-alasan perceraian atau faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar 
tersebut, berdasarkan wawancara yang di lakukan penulis dengan 
narasumber yaitu dengan Bapak H. Arief  Qommarudin S.H. salah satu 
Hakim di Pengadilan Agama Karanganyar adalah bahwa dari berbagai 
alasan-alasan yang dibuat berdasarkan keputusan dari Dirjen Peradilan 
Agama tersebut tidak semuanya terjadi di Pengadilan Agama 
Karanganyar, alasan alasan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama 
Karanganyar diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Krisis Moral 
 Yang dimaksud dengan krisis moral disini adalah bahwa salah 
satu pasangan suami atau istri telah melakukan zina dengan orang lain 
atau telah menjadi pemabok, pemadat atau penjudi yang sukar 
disembuhkan sehingga sangat mengganggu ketenangan hidup berumah 
tangga karena suami sudah tidak mempedulikan lagi istri dan anak-
anaknya begitu juga sebaliknya. 
 
2. Tidak Ada Tanggung Jawab 
 Alasan perceraian yang dikategorikan tidak tanggung jawab 
adalah bahwa baik suami atau istri meninggalkan salah satu pihak 
tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut atau lebih. 
Sebenarnya sebelum suami ini meninggalkan isteri telah 
dilatarbelakangi dengan berbagai macam masalah, seperti perselisihan 
karena masalah-masalah keluarga, suami serong, pencemburu dan lain 
sebagainya. Faktor-faktor perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama 
Karanganyar pada kategori tidak ada tanggung jawab ini menduduki 







 Seorang suami atau istri yang harus menjalani hukuman 
penjara selama lima tahun atau lebih karena melakukan suatu tindakan 
pidana, maka perkawinan normal tidak mungkin dilakukan. Apalagi 
bagi seorang istri yang hidupnya terlalu menggantungkan nafkah dari 
suaminya saja maka setelah suaminya dipenjara, secara otomatis si istri 
akan menjadi tulang punggung bagi keluarga apalagi kalau masih 
mempunyai anak kecil. Adakalanya, si istri ini tidak mampu lagi 
menanggung beban keluarga yang dirasa terlalu berat karena harus 
menghidupi keluarganya. Hal ini banyak pula kasus si istri ini 
mengajukan perceraian di Pengadilan Agama agar dapat menikah lagi 
dengan laki-laki lain yang mampu memberikan nafkah, perlindungan 
serta pengayoman kepada anak-anaknya dan dirinya sendiri. Akan 
tetapi alasan dihukumnya salah satu pihak baik itu suami maupun istri 
untuk dijadikan alasan seseorang muslim di Pengadilan Agama 
Karanganyar masih kurang umum, hal ini terlihat masih minimnya 
prosentase mengenai alasan dihukumnya salah satu pihak tersebut.  
 
4.  Kekejaman  
 Di dalam Pengadilan Agama Karanganyar faktor kekejaman 
yang dijadikan penyebab terjadinya suatu perceraian hanyalah masalah 
atau alasan karena penganiayaan berat. 
 Penganiayaan yang dilakukan oleh suami ternyata masih 
dialami oleh para istri. Dari segi peraturan perundang-undangan tidak 
satupun yang mengatur tentang hal ini kecuali yang secara umum 
diatur dalam pasal 351 KUHP. Pasal ini menyatakan, barang siapa 
melakukan penganiayaan diancam dengan hukuman dua tahun delapan 
bulan atau denda Rp. 4.500,00. Jika penganiayaan itu menyebabkan 
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luka berat, maka diancam hukuman lima tahun penjara. Dengan kata 
lain, di Negara kita belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang 
penyiksaan terhadap istri. 
 Dalam banyak kasus, penyebabnya yaitu karena 
ketergantungan istri terhadap suami yang begitu besar pula ada 
anggapan umum yang keliru bahwa jika istri meninggalkan rumah 
akan kehilangan hak-haknya, baik terhadap anak, nafkah dan harta 
bersama. Belum lagi perasaan malu jika masalah rumah tangganya 
diketahui orang lain. Seringkali penyiksaan ( fisik dan non-fisik) yang 
dialaminya disimpan rapat-rapat. Demikianlah seterusnya, sehingga 
penyiksaan itu terus berulang kembali. Hal inilah yang menyebabkan 
banyak penganiayaan terhadap istri menjadi sebuah kejahatan yang 
tidak terjangkau oleh hukum. Oleh karena sifatnya yang spesifik itulah 
(apalagi terjadi di dalam rumah tangga yang seringkali tidak disaksikan 
oleh orang lain) 
 
5. Cacat Biologis  
 Dalam kategori alasan perceraian karena cacat biologis yang 
diajukan ke Pengadilan Agama Karanganyar karena suami atau istri 
menderita panyakit gangguan jiwa yang mengakibatkan suami atau 
istri tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai 
sepasang suami dan istri di dalam kehidupan berumah tangga pada 
umumnya.  
 
7. Terus Menerus Berselisih 
 Dalam kategori alasan ini bahwa suami istri terus menerus 
berselisih lebih menitikberatkan pada tingkat keharmonisan hubungan 
antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Alasan perceraian 
karena terus menerus berselisih ini menurut ketetapan dari Dirjen 
Peradilan Agama dibagi menjadi delapan sub tapi yang terjadi di 
  
62 
Pengadilan Agama Karanganyar tidak semua sub dalam ketetapan 
tersebut terjadi, hanya ada lima dari delapan sub yang ditatapkan dari 
Dirjen Peradilan Agama yaitu: 
 
a. Cemburu 
 Perasaan takut akan kehilangan pasangannya seringkali 
menimbulkan perasaan cemburu yang sangat berlebihan. Kelakuan 
yang terlalu pemcemburu inilah yang seringkali menjadikan 
pasangannya merasa dirinya terkekang, karena merasa selalu 
diawasi ataupun dicurigai sehingga walaupun kelihatannya sepele, 
cemburu ini juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya 
perceraian.  
 
b. Kawin Paksa  
 Karena merasa bahwa perkawinan yang dilakukan selama 
ini bukan berdasarkan cinta tetapi hanya karena paksaan maka 
kehidupan mereka pun tidak bahagia. Hal ini disebabkan karena 
masing-masing suami atau istri enggan untuk melakukan 
kewajiban mereka masing-masing sebagai pasangan suami-istri. 
Kawin paksa sebagai faktor penyebab perceraian karena baik 
suami atau istri meninggalkan kewajibannya.  
c. Ekonomi 
 Masalah ekonomi seringkali menjadi faktor utama dalam 
kehidupan berumah tangga, dikarenakan karena suami tidak 
memberikan nafkah yang cukup kepada isterinya. Dalam kasus ini 
suami sebenarnya mampu untuk menghidupi keluarganya dengan 
taraf yang lebih baik tetapi karena tidak adanya kemauan dari 
suami untuk memperbaiki taraf hidup keluarganya seringkali 
menimbulkan pertengkaran keluarga antara suami-istri karena 




d. Tidak Ada Keharmonisan 
 Tidak adanya keharmonisan dalam kehidupan rumah 
tangga yang menyebabkan sepasang suami-istri yang mengajukan 
perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar masih tinggi 
prosentasinya, Pasangan suami-istri tersebut sering berbeda 
pendapat mengenai berbagai masalah sehingga menimbulkan 
perselisihan-perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan 
dalam kehidupan rumah tangga mereka. 
 
e. Gangguan Pihak Ketiga 
 Gangguan pihak ketiga atau perselingkuhan seringkali kita 
dengar menjadi perpecahan dalam kehidupan rumah tangga. 
Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan ini 
diantaranya adalah semakin banyaknya wanita yang bekerja di luar 
rumah. Dengan demikian semakin banyak waktu di luar rumah 
bersama dengan laki-laki lain, sementara bersama suami sendiri 
semakin terbatas. Sebaliknya dari pihak laki-laki juga semakin 
sering meninggalkan atau berpisah dengan istrinya. Faktor yang 
lain yaitu karena alasan kurang harmonisnya pasangan suami-istri 
tersebut di rumah dan juga kesadaran agama yang masih sedikit.  
Untuk lebih memperjelas mengenai hal yang penulis uraikan diatas 
mengenai alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian yang 
terjadi di Pengadilan Agama Karanganyar, berikut ini adalah beberapa 
kasus perceraian yang akan menunjukkan alasan-alasan perceraian yang di 





1. Kasus pertama 
Putusan Nomor: 0597/Pdt.G/2007/PA.Kra. 
Tentang Duduk Perkaranya 
 Penggugat (WAGIMEN binti TOIRONO), umur 33 tahun, 
agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di dusun Krebet 
RT. 02, RW. 13, Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten 
Karanganyar, adalah istri yang sah dari tergugat (TUGIYO bin 
PARNO), umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat 
tinggal di Dusun Jati bedug RT.04, RW.03, Desa Punduhsari, 
Kecamatan manyaran, Kabupaten Wonogiri, yang menikah tanggal 10 
Maret 2007. setelah pelaksanaan akad nikah, tergugat mengucapkan 
sighot taklik talak. Perkawinantelah berlangsung selama 4 (empat) 
bulan dan telah tinggal serumah selama 2 (dua) minggu serta sudah 
pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri (ba’da dukhul), 
tetapi belum dikaruniai seorang anak. Dalam gugatannya Penggugat 
mengemukakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan 
maret 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkara, yang 
disebabkan: 
a. Bahwa Penggugat pendengarannya kurang serta malas bekerja. 
b. Meninggalkan Tergugat selama 4 (empat) bulan dan pulang 
kerumah orang tuanya serta tidak pernah memberikan nafkah lahir 
dan batin. 
 
 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon 
kepada Pengadilan Agama Karanganyar untuk memutus cerai antara 
Penggugat dan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat terus 
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan 
hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan juga karena tergugat telah 




 Selama persidangan, tergugat tidak pernah datang menghadap 
menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun 
Tergugat telah dipanggil secara patut. 
 Menurut keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh 
Penggugat, bahwa para saksi membenarkan keterangan Penggugat 
bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sering bertengkar karena 
Tergugat tidak bekerja serta telah meninggalkan penggugat tanpa 
menafkahinya. 
 Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim 
berpendapat gugatan cerai Penggugat telah terdapat cukup alasan 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 (f) jo 
Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) dan (g). 
 Setelah melalui proses peradilan, maka Pengadilan Agama 
Karanganyar mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan 
menetapkan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena 
perceraian dengan jatuh talak satu khul’I tergugat kepada Penggugat 
dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). 
2. Kasus kedua 
Putusan Nomor: 0433/Pdt.G/2007/PA.Kra. 
Tentang Duduk Perkaranya 
 Penggugat (SETYA MAHANANI, S.H. bin PARTOIJOYO) 
umur 41tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun 
Dagen RT.01 RW.10 Desa Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten 
Karanganyar, adalah suami dari tergugat (YULI KRISTINA binti 
SUKARNO) umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat 
tinggal di Dusun Dagen RT.01 RW.10 Desa Dagen, Kecamatan Jaten, 
Kabupaten Karanganyar, sekarang tidak diketahui alamatnya diwilayah 
Republik Indonesia, yang menikah tanggal 04 desember 1993 dan 
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telah hidup rukun berumah tangga sebagai layaknya pasangan suami-
istri di Jaten dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak. Dalam 
gugatannya Penggugat mengemukakan bahwa rumah tangga antara 
penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak bulan januari 2004, 
disebabkan hal-hal sebagai berikut: 
a. Tergugat mempunyai kesenangan dengan laki-laki lain. 
b. Tergugat telah pergi sejak bulan april 2005 dengan tidak pernah 
meninjau atau memberi kabar serta alamat dia berada. 
 
 Berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada 
Pengadilan Agama Karanganyar untuk memutuskan cerai antara 
Penggugat dan Tergugat. Di dalam persidangan, tergugat tidak dating 
menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 
kuasanya, walaupun telah dipanggil secara patut. 
 Gugatan Penggugat yang didukung oleh para saksi-saksi yang 
diajukan oleh Penggugat telah membuktikan kebenaran hal-hal yang 
dikemukakan oleh Penggugat, yakni Tergugat telah pergi selama ± 2 
(dua) tahun, tidak pernah kembali dan sekarang tidak diketahui 
alamatnya, selama pergi tersebut tergugat pernah bertemu dengan salah 
satu saksi dan ketika ditanya Tergugat mengaku lebih berat kepada 
selingkuhannya daripada suami dan keluarganya. 
 Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim 
berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah terdapat cukup 
alasan dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) kompilasi 
hukum Islam.  
 Setelah melalui proses peradilan, maka Pengadilan Agama 
Karanganyar mengabulkan gugatan Penggugat dengan putusan verstek 
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dan menetapkan memberi ijin Penggugat untuk mengikrarkan talak 
terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Karanganyar. 
 
3. Analisis  
 Dari dua perkara kasus diatas, dapat diketahui dengan jelas 
apa yang dapat dijadikan alasan-alasan yang memungkinkan terjadinya 
perceraian bagi seorang muslim. Pada kasus pertama, yaitu karena 
antara Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih karena 
Tergugat pendengarannya terganggu dan malas bekerja serta Tergugat 
tidak lagi menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami yang 
memberikan nafkahnya kepada istrinya, dan tidak mempedulikan 
terhadap diri penggugat. Pada kasus yang kedua alasan perceraiannya 
yaitu bahwa Tergugat memiliki pria idaman lain dan telah telah pergi 
selama ± 2 (dua) tahun dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui 
tempat tinggalnya. 
 Apabila alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan kebenaranya, 
maka gugatan cerai Penggugat telah terdapat cukup alasan berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta 
peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 
1975 serta dalam Kompilasi Hukum Islam. 
 Masalahnya adalah tentang pembuktian alasan-alasan yang 
diajukan oleh para Penggugat terhadap Tergugat, karena Tergugat 
tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, walaupun telah 
dipanggil secara patut untuk memberikan pengakuan atau bantahan 
mengenai hal yang didakwakan oleh Penggugat, maka untuk 
membuktikan dakwaannya Penggugat telah mengajukan saksi-saksi 
yang masing-masing di bawah sumpah mengemukakan yang pada 
intinya para saksi ini membenarkan dakwaan Penggugat. 
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 Dengan Keputusan Hakim yang mengabulkan gugatan 
Penggugat dengan verstek dan menetapkan putusnya perkawinan 
antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan jatuhnya 
talak satu khul’I Tergugat kepada Penggugat dengan ‘iwadl Rp 
10.000,- (sepuluh ribu) rupiah seperti pada kasus yang pertama di atas 
menurut anggapan penulis sudah sangat tepat, karena gugatan cerai 
Penggugat telah terdapat cukup alasan baik menurut Undang-Undang 
Nomor tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan 
pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. 
 Mengenai jatuhnya talak satu khul’I dari tergugat kepada 
penggugat karena Penggugat (istri) membayar ‘iwadl (pengganti) 
karena pelanggaran taklik talak memang dilakukan dengan keputusan 
Pengadilan Agama, dan dengan talak yang dijatuhkan itu selalu talak 
satu khul’i karena adanya ’iwadl sehingga mengakibatkan sebagai 
suatu perceraian yang tidak dapat dicabut kembali (talak ba’in). 
 Mengenai verstek yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan 
Agama Karanganyar karena tergugat sama sekali tidak hadir di 
persidangan atau mengirimkan wakil kuasanya, maka terhadap putusan 
verstek ini tergugat diberi hak untuk mengajukan verzet sebagai upaya 
hukumnya yang dapat diajukan baik secara lisan maupun tertulis 
apabila tergugat tidak puas atau merasa dirugikan atas putusan verstek 
tersebut. Kecuali apabila tergugat menerima segala putusan hakim 
beserta akibat hukumnya yang tetap dan tergugat tidak dapat 






2. Akibat Perceraian Ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
 
 Pada prinsipnya didalam Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan mempunyai akibat putusnya perkawinan karena 
perceraian yaitu: 
1.   Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 
anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana 
ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan 
memberikan keputusannya.   
 Mengenai pemeliharaan anak ini terutama yang masih 
dibawah umur, didalam hukum Islam tentang penguasaan orang tua 
terhadap anak ini di bedakan kedalam dua hal, yaitu: 
a. Hadhanah, memelihara diri si anak yang belum dewasa, hal ini 
meliputi pemeliharaan badannya, pemberian tempat kediaman, 
pemberian pendidikan dan sebagainya. 
b. Wilayat al-mal, memelihara kekayaan si anak dan kepentingan-
kepentingan si anak yang berhubungan dengan kekayaan itu. 
 Mengenai hak hadhanah, ibunyalah yang lebih berhak 
memelihara dan mengasuh anak-anak yang di bawah umur. 
2.   Meskipun ibu sebenarnya lebih berhak atas hak hadhanah anak dan 
selama hakim masih memandang belum ada sebab yang menyebutkan 
si ayah lebih patut memelihara dan mengasuh anak itu, Bapak tetap 
bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan 
yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat 
memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa 
ibu ikut memikul biaya tersebut.  
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi 
biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas 
istri. Artinya bahwa Pengadilan dapat menentukan apa yang harus 
diberikan bekas suami kepada bekas istrinya sebagai contoh mengenai 
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mut’ah yang wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya 
pada cerai thalak, tetapi tidak berlaku bagi cerai gugat karena 
pemberian mut’ah ini harus dengan syarat bahwa perceraian itu atas 
kehendak suami oleh karena itu didalam cerai gugat pemberian mut’ah 
kepada bekas istri tidak wajib diberikan oleh bekas suami tersebut 
karena hanya bersifat sunah. Dalam hal menentukan apa kewajiban 
bagi bekas istri yang di tentukan oleh Pengadilan diantaranya adalah 
bahwa seorang istri tersebut haruslah memenuhi persyaratan yang telah 
ditentukan oleh Pengadilan seperti halnya: 
 Dalam cerai gugat, iddah bagi janda yang putus 
perkawinannya karena khuluk dan fasakh berlaku pula iddah thalak. 
Tenggang waktu tunggu di hitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan 
Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Waktu tunggu bagi 
yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-
kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid 
ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, apabila janda tersebut dalam 
keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. 
Bagi janda yang bekas suaminya qobla al dukhul (belum pernah 
melakukan hubungan kelamin) tidak ada waktu tunggu (iddah).  
 Dari tiga hal yang telah diuraikan penulis diatas mengenai 
akibat dari adanya perceraian, dari tiga hal diatas semuanya terjadi di 
Pengadilan Agama Karanganyar pada tahun 2006 sampai tahun 2007. 
hal ini tentunya seperti apa yang telah disampaikan oleh hakim yang 







SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan  
 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Alasan-
Alasan Yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian Beserta Akibatnya Bagi 
Seorang Muslim Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi 
Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar)” maka penulis dapat 
menyimpulkan: 
 
1. Alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian bagi orang muslim 
di Pengadilan Agama Karanganyar pada tahun 2006 sampai tahun 2007. 
 
Perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga yang sakinah 
serta bahagia dan untuk kekal selama hidup kedua pasang suami-istri 
seringkali putus disebabkan oleh karena perceraian. Dan perceraian 
tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor atau alasan yang beragam. 
Di dalam kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan agama Karanganyar 
yang dijadikan alasan-alasan atau faktor perceraian bagi seorang muslim 
disebabkan oleh: Krisis Moral, Tidak ada tanggung jawab, Dihukum, 
Penganiayaan berat, Cacat biologis, Cemburu, Kawin Paksa, Ekonomi, 
Tidak ada Keharmonisan, dan Gangguan Pihak Ketiga. 
 Dari berbagai alasan-alasan tersebut yang dapat dijadikan seorang 
muslim untuk bercerai di Pengadilan Agama Karanganyar yang paling 
umum digunakan seseorang untuk dijadikan alasan adalah alasan karena 
terus-menerus berselish didalam rumah tangga mereka, yaitu mereka 
selalu tidak ada keharmonisan, yang pada Pengadilan Agama Karanganyar 
setiap tahunnya mencapai jumlah yang masih cukup tinggi dibandingkan 
dengan alasan-alasan yang lainnya, yaitu: ditahun 2006 mencapai 
prosentase (24,8%) dan ditahun 2007 mencapai prosentase (23,4%). 
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Walaupun terjadi jumlah penurunan akan tetapi jumlah perceraian dengan 
alasan tidak adanya keharmonisan didalam rumah tangga mereka yang 
disebabkan dengan adanya perselisihan terus-menerus ini masih cukup 
tinggi. 
2. Akibat dari perceraian jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 Tentang Perceraian.  
Dari berbagai macam alasan yang dapat dijadikan dasar bagi 
seorang muslim tersebut, maka ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan mengakibatkan suatu akibat hukum 
bagi seseorang yang telah melakukan perceraian, antara lain adalah baik 
bapak atau ibu berkewajiban memelihara anak yang ditinggalkannya, 
bapak dan ibu bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan 
pendidikan anak dan pengadilan dapat menentukan kepada bekas suami 
untuk memberi biaya penghidupan atau kewajiban kepada bekas istrinya. 
Akan tetapi akibat hukum dari perceraian tersebut tidak selalu sama seperti 
apa yang terdapat didalam Undang-Undang tersebut. 
B. Saran-Saran 
Setelah penulis melakukan penelitian mengenai apa yang menjadi 
alasan-alasan yang memungkinkan seorang muslim untuk bercerai beserta 
akibatnya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka penulis 
memberikan saran sebagai berikut: 
 
1. Perceraian yang sering kali terjadi, salah satu halnya disebabkan 
kurangnya pemahamam dan pengetahuan para pihak akan arti dan tujuan 
perkawinan serta hak-hak dan kewajibannya sebagai suami-istri sebagai 
mana yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawianan. Untuk itu 
penulis mencoba menyarankan agar pemerintah dalam hal ini instansi yang 
berwenang lebih giat untuk melakukan penyuluhan hukum khususnya 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan 
Pelaksanaannya bagi masyarakat dan masyarakat muslim khususnya. 
 
2. Di dalam memutuskan suatu perkara perceraian, seorang hakim haruslah 
selalu berpedoman pada Undang-Undang, khususnya Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengenai apa akibat yang 
akan timbul dari ada perceraian tersebut. Sehingga akibat dari perceraian 
tersebut tidak menyimpang jauh dari apa akibat hukum dengan adanya 
perceraian seperti yang tertulis didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
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